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BUPATI LAMONGAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7

TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Menimbang

Mengingat

PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

a. bahwa ketentuan mengenai mekanisme

pengambilan air tanah dan formula
penghitungan besaran pokok pajak yang
tertuang sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air
Tanah sudah tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sehingga perlu
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu mengubah Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air
Tanah dengan menetapkan dalam Peraturan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus
1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
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mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah [stimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Recpublik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) scbagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah  diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negarea
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322):

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);



Menetapkan

B

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum  Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Mecenteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016
Nomor 13);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran  Dacrah
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 68 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (Berita
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020
Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 20lo
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam  Peraturan  Bupati

Lamongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita



4

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 7)

diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 14 diubah,

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, vang dimaksud
dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan

Z

Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati dan
Perangkat Daerah sebagai unsur penvelenggara
pemerintahan daerah.

. Bupati adalah Bupati Lamongan.
.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya

disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Lamongan.

.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau

modal yang merupakan kesatuan baik vang
melakukan  usaha maupun vang  tidak
melakukan usaha vang meliputi  perseroan
terbatas, perseroan komanditer,
perseroanlainnya, Badan Usaha Milik Negara
atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
masa, organisasi sosial politik, atau organisasi
yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.

. Pajak  Mincral Air Tanah vang sclanjuinyva

disebut  Pajak adalah pajak  pengambilan
dan/atau pemanfaatan air tanah.

. Surat Setoran Pajak Daerah, vang sclanjutnva

disingkat SSPD, adalah bukti pembavaran atau
penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

.Surat  Ketetapan Pajak Daerah,  vang

selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan besarnyva
jumlah pokok Pajak yang terutang

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,

vang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah
surat  ketetapan Pajak  yang menentukan
besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit
Pajak, jumlah kekurangan pembavaran pokok
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Pajak, besarnya sanksi administraul dan
jumlah Pajak yang masih harus dibavar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar
Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak vang
menentukan tambahan atas jumlah Pajak vang
telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, vang
selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan jumlah
pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah
kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bavar,
vang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah
surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah
kelebthan pembayaran Pajak karcna jumlah
kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang

Surat Tagihan Pajak Daerah, yvang selanjutnva
disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan
tagthan Pajak dan/atau sanksi administratil
berupa bunga dan/atau denda.

Pembayaran pajak adalah besarnyva kewajiban
yang harus dipenuhi oleh wajib pajak scsuai
dengan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD
ke kas daerah atau tempat lain vang ditunjuk
sesual dengan jangka waktu vang (clah
ditentukan.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat
keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan vang
terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, atau STPD

Surat Keputusan Keberatan adalah surat
keputusanatas keberatan terhadap SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKBT, SKPDN atau
terhadap pemotongan atau pengumutan olch
pithak ketiga vang diajukan oleh wajib pajak.
Putusan Banding adalah putusan Badan
peradilan Pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data obyek dan
subyek pajak, penentuan besarnya pajak vang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak
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kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan
yang  dilakukan secara teratur  untuk
mengumpulkan data dan informasi vang
meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang,
modal, penghasilan dan biava serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau
Jasa, yang ditutup dengan menyvusun laporan
keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi
laba pada setiap tahun pajak terakhir.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
untuk mencari mengumpulkan dan mengolah
data  keterangan lainnya dalam rangka
pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah.

2. Ketentuan BAB IlI MEKANISME PENGAMBILAN
AIR TANAH dihapus.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan avat (4) diubah,

sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 8
Besaran pokok pajak yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif dengan Nilai
Perolehan Air (NPA) dan volume air, dengan
formula :

Pajak Air Tanah = 20% x NPA x Volume Pemakaian

Nilai Perolehan Air (NPA) adalah sebagaiman:
dimaksud dalam Pasal 6.

Volume air sebagaimana dimaksud pada avat
(1) adalah volume pengambilan air tanah vang
ditetapkan sctiap bulan dengan memeriksa
alat ukur yang terpasang ;

Apabila tidak terpasang alat ukur, volumec
pengambilan air tanah dihitung berdasarkan
rata-rata pengunaan air/hari dikalikan jumlah
hari efektif dalam 1 (satu) bulan.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, schingga Pasal

12

(1)

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12
Penetapan pajak dilakukan dengan cara
official assessment sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 8, Kepala Bapenda menctapkan
pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak atau kurang dibavar sctcelah
lewat waktu paling lama 15 (lima belas) hari
sejak  SKPD diterima, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan  dan  ditagih dengan
menerbitkan STPD.

S. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal

14 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 14
Pembayvaran Pajak dilakukan melalui Bank
atau tempat lain vang ditunjuk scsual waktu
yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan  STPD atau  bendahara
penerimaan pada Bapenda.
Apabila pembayaran pajak ditempat lain vang
ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus
disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnva
1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan
oleh Bupati.
Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
menggunakan Surat Pajak Daerah (SSPD).

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga Pasal

20 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 20

Dalam upaya menjamin kepatuhan dan
ketertiban pembayaran Pajak Air Tanah
dilakukan pengawasan dan penertiban atas
pengambilan Air Tanah.
Pengawasan dan penertiban scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim
Pengawasan dan Penertiban Pengambilan Air
Tanah yang dibentuk oleh Bupati dengan
anggota  sekurang-kurangnya terdiri darn
unsur:
a. Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;
c. Bapenda;
d. Camat setempat/UPT Bapenda.



Pasal I1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 1 Februari 202

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 1 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

ttd

ARIS MUKIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 13

&/

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

" JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001




